
 

PERUBAHAN ATAS 
NOMOR 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang 

 
Mengingat 

 

BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

 
PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 
BUPATI PESAWARAN,

 
: a. Bahwa berdasarkan Pasal 

Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 
tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi 
kembali paling lama 3 (tiga) tahun

 
b. bahwa sehubungan perubahan indeks harga dan 

perkembangan perekonomian, dipandang perlu 
merevisi Tarif Retribusi
Pertokoan; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, 
perlu menetapkan Per
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Jasa Usaha; 

  
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 
3. Undang-Undang Nomor 1 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

 
 

 
 
 

BUPATI PESAWARAN 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
TAHUN 2017 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
RETRIBUSI JASA USAHA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESAWARAN, 

berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan 
Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi ditinjau 

ing lama 3 (tiga) tahun sekali; 

bahwa sehubungan perubahan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian, dipandang perlu 

Retribusi Pasar Grosir dan/atau 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tahun 2012 tentang Retribusi 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

an Daerah (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia   
Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4749); 

 
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5049); 

 
7. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 
8. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia   Nomor 5679); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5145); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor  69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 

1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 



2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 
2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pesawaran Nomor 33); 

 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pesawaran Tahun 2016Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61); 

 
15. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 66 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah 
Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 86); 

   
MEMUTUSKAN: 

   
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 1 TAHUN 2012 
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. 

   
Pasal I 

 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 
 

(1) Struktur dan Besarnya Tarif  Retribusi Pasar Grosir dan/atau 
Pertokoan ditetapkan sebagai berikut: 

NO LOKASI BANGUNAN 
TARIF m² (Rp) 

KET 
RUKO TOKO/KIOS LOS 

1. Pasar Gedong Tataan 6.000,- 5.000,- 4.000,- per hari 

2. Pasar Kedondong 6.000,- 5.000,- 4.000,- per hari 

3. Pasar Padang Cermin 5.000,- 4.000,- 3.000,- per hari 

4. Pasar Tegineneng 5.000,- 4.000,- 3.000,- per hari 

5. Pasar Way Lima 5.000,- 4.000,- 3.000,- per hari 

6. 
Pasar Punduh 
Pedada 

5.000,- 4.000,- 3.000,- per hari 

7. Pasar Negeri katon 5.000,- 4.000,- 3.000,- per hari 

 



 
(2) Sewa Toko,Kios, Los dan Sewa Tanah ditetapkan sebagai berikut: 

NO JENIS/SIFAT BANGUNAN SEWA/METER/BULAN 

1. Toko/kios permanen bertingkat Rp.8.000,- 

2 Toko/kios semi 
permanenbertingkat 

Rp.5.000,- 

3. Toko/kios permanen tidak 
bertingkat 

Rp.3.000,- 

4. Toko/kios semi permanen tidak 
bertingkat 

Rp.2.500,- 

5. Los Rp.1.500,- 

6. Sewa tanah Rp.3.000,- 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten. 
 

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 22 Nopember 2017                   
 
BUPATI PESAWARAN, 

 
dto 

 
DENDI RAMADHONA K 

Diundangkan di Gedong Tataan 
Pada tanggal 22 Nopember 2017                        
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, 
 
 dto 
 

KESUMA DEWANGSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 183 

 

Sesuai Dengan Salinan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDAKAB PESAWARAN, 
              
 
       dto 
 
SUSI PATMININGTYAS, S.H. 
Pembina Tk. I 
NIP. 19661015 199503 2 002 


